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RINGKASAN

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015
tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan, kini kedua sektor tersebut tidak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan ini disatu sisi merupakan upaya dari pemerintah pusat
untuk melakukan penertiban pengenaan “double taxation dari salah satu objek pajak”, hal
ini dikarenakan, objek jasa hiburan dan kesenian sudah dipungut oleh pemerintah daerah.
Alasan rasionalnya adalah Pemerintah ingin memberikan ruang desentralisasi ekonomi pada
daerah untuk melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah pada sektor hiburan dan
kesenian, sekaligus ruang pengembangan sektor industri hiburan dan kesenian sesuai
dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pada konteks Pemerintah Kota Batu, sektor pajak hiburan diatur pada Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan. Hal ini dikarenakan, sudah dipastikan
tidak lagi terdapat prosentase bagi hasil dari dana perimbangan sektor PPN jasa hiburan
dan kesenian dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga pemerintah daerah
diharapkan mampu melakukan optimalisasi atas perolehan pajak dari sektor hiburan secara
mandiri dalam konteks desentralisasi ekonomi. Rumusan Masalah pada Penelitian adalah 1.
Bagaimana optimalisasi desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan oleh Pemerintah
Daerah Kota Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 20157 2. Bagaimana Pemerintah
Kota Batu mengelola hambatan optimalisasi penyerapan Pajak Hiburan Pasca Implementasi
PMK No 158 tahun 2015?

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat 2 (dua) langkah
optimalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pendapatan pasca
implementasi PMK No 158 tahun 2015 di Kota Batu, antara lain, 1). Melakukan monitoring dan
evaluasi 2). Menyelenggarakan pelayanan prima. Sedangkan upaya optimalisasi yang dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam prakteknya, terdapat beberapa hambatan atau kendala
yang dialami antara lain, Alokasi anggaran yang terbatas, kurangnya pemahaman wajib pajak,
Sumber daya manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan Dinas Pendapatan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengotimalkan penerimaan pajak hiburan
Kota Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015 diperlukan strategi yaitu,1). Menambah
jumlah dan kualitas SDM pada seksi pengawasan Dinas Pendapatan Kota Batu yang melakukan
proses pengawasan langsung dilapangan, 2). Meningkatkan teknologi informasi terkait dengan
administrasi penerimaan laporan wajib pajak sektor hiburan untuk mengurangi terjadinya Auman
error, 3). Pemerintah daerah membuat peraturan secara khusus terkait upaya optimalisasi
penerimaan pajak hibruan, 4). Mengalokasikan anggaran guna memaksimalkan kinerja, terutama
pada bidang pengawasan yang memiliki jumlah staf terbatas.

Kata Kunci: Desentralisasi Ekonomi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Hiburan dan
Optimalisasi Pengelolaan



SUMMARY

Since the enactment of the Finance Minister Regulation (PMK) No. 158 / PMK.010 / 2015 on
Criteria of Arts and Entertainment Services, now both sectors are not subject to the Value
Added Tax (VAT). This change, on the one hand, is an attempt by the central government to
curb the imposition of "double taxation of one tax object", this is because, entertainment
services and art objects have been collected by the local governments. The rational reason is
that the national government wants to give an opportunity to the regional government in order
to optimize the economic decentralization in terms of art and entertainment tax collection
sectors, as well as the development for the entertainment and arts industry in accordance with
the potency of each region.

In the context of the Batu Government, the sector of the entertainment tax is stipulated at the
Batu Regional Regulation No. 2 year 2012, on the Amendment of Batu Regional Regulation No.
6 year 2010 on the Entertainment Tax. This is because, there is certainly no longer sharing
percentage from the inter-governmental transfer fund of the VAT arts and entertainment
services sectors from the central government to the local governments. Therefore, the local
governments are expected to perform and optimize their tax revenue independently from the
entertainment sectors in the context of economic decentralization. There are two research
questions in this study, 1. How does the Batu government optimize the management of
economic decentralisation, in term of the entertainment tax after the Implementation of The
Finance Ministy Regulation (PMK) No. 158 year 20157 2. How does the Batu government
manage the constraints in order to optimize the absorption of Entertainment Tax after
Implementation of PMK No. 158 year 2015?

In accordance with the results of research that has been conducted by researcher, there are
two (2) strategies which are taken by the Batu Government, particularly the Office for the
Revenue Service after the implementation of PMK No. 158 year 2015 in Batu City. Here are the
results, 1). Performing the monitoring and evaluation 2). Organizing excellent services. In
practice, the optimization efforts which are undertaken by the Batu Office for Revenue Services
have found several obstacles or constraints such as, limited budget allocation, lack of
understanding from the taxpayers, inadequate of human resources, especially in the area of
Control Section of Office of Revenue Services.

The results of this study show that in order to optimize the entertainment tax revenue of Batu
Government after the Implementation of PMK No. 158 year 2015 requires several strategies
those are, 1). Increasing the number and quality of human resources in the section of Revenue
Service in which conducting the supervision of the regulatory process directly in the field, 2).
Improving the information technology system which is related to the administration report
receipt from taxpayer in entertainment sector, this is important in order to reduce human error,
3). Stipulating regulations specifically related to the local goverrnment efforts in order to
optimize the revenue from entertainment tax sector, 4). Allocating the budget in order to
maximize the staffs’ performance, particularly in the section of supervision which has a limited
number of staffs.

Keywords: Decentralization of Economy, Value Added Tax, Entertainment Tax, Optimization and
Management.



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas tersusunnya Laporan Akhir kegiatan
Penelitian Dasar Keilmuan (PDK) dengan judul Optimalisasi Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan
Pajak Hiburan Pasca Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2015 (Studi
Pada Pemerintah Daerah Kota Batu) Tahun 2016. Laporan Akhir ini disusun untuk menyajikan
latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, tinjauan pustaka serta hasil identifikasi
dilapangan (hasil wawancara) dan analisis beserta strategi optimalisasi pengelolaan pajak
hiburan yang dilakukan oleh pemerintah kota batu dalam mengatasi permasalahan. Kami harap
dalam laporan akhir ini, maksud utama penelitian yaitu bagaimana optimalisasi desentralisasi
ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan dan pengelolaan hambatan optimalisasi penyerapan
Pajak Hiburan oleh Pemerintah Kota Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015

dapat terlaksana dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akhir ini masih memerlukan kajian lebih
lanjut, besar harapan kami bahwa penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian berikutnya

terkait dengan desentralisasi ekonomi dalam hal pengelolaan pajak hiburan.

Malang, 5 Agustus 2016

Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan elemen penting pada pendapatan negara guna membiayai program
pembangunan®. Oleh karena itu, sektor-sektor strategis yang dapat mengoptimalisasikan
sumber pendapatan dari pajak akan terus dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi oleh
pemerintah. Sebagain besar sektor pajak akan dikenakan pada komoditas strategis,
ekonomis serta hal-hal terkait dengan sektor yang keberadaannya dibatasi oleh pemerintah
seperti rokok, minuman beralkohol, diskotik dan kelab malam.

Pajak yang berlaku di Indonesia secara umum dibedakan menjadi Pajak Pusat
(dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak) dan Pajak Daerah (dikelola oleh pemerintah
Provinsi maupun kabupaten/kota) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Terdapat beberapa jenis pajak
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dibawah koordinator Menteri Keuangan dengan
Pelaksana Direktorat Jendaeral Pajak, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh); Pajak Pertambahan
Nilai (PPn); Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM); dan Bea Materai.

Adapun untuk jenis pajak yang dikelola pemerintah provinsi terdiri atas, Pajak
Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Berikutnya terkait jenis Pajak yang
dikelola pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak
Hiburan;Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Hiburan Perdesaan dan
Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan?.

Terdapat perubahan regulasi pada konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa
hiburan dan kesenian. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No
158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan, kini kedua sektor tersebut
tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan ini disatu sisi merupakan upaya
dari pemerintah pusat untuk melakukan penertiban pengenaan “double taxation dari salah

satu objek pajak”, hal ini dikarenakan, objek jasa hiburan dan kesenian sudah dipungut oleh

! Simanjuntak & Mukhlis, 2012, hal 149
? Disarikan dari UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
11



pemerintah daerah®. Alas an rasionalnya adalah Pemerintah ingin memberikan ruang
desentralisasi ekonomi pada daerah untuk melakukan optimalisasi pemungutan pajak
daerah pada sektor hiburan dan kesenian, sekaligus ruang pengembangan sektor industri
hiburan dan kesenian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pada satu sisi, pemberlakukan peraturan tersebut memiliki sisi positif yaitu
peringanan tarif pada objek jasa hiburan dan kesenian pada sektor-sektor berikut: tontonan
film, pagelaran kesenian, musik, tari, busana; kontes kecantikan, binaraga dan kontes
sejenisnya; tontonan berupa pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
tontonan pertunjukan sirkus, acrobat, sulap; pertandingan pacuan kuda, bermotor,
permainan ketangkasan dan olahraga®.

Sedangkan pada sisi yang lain, pemberlakukan regulasi tersebut disinyalir memberi
efek negatif, terutama dalam bentuk peningkatan penggunaan jasa hiburan pada sektor
diskotik, karaoke, kelab malam yang berujung pada kekhawatiran dekadensi moral
masyarakat. Kelompok ini percaya bahwa pengenaan PPN merupakan bentuk double
taxation yang mampu memberi efek pembatasan pada sektor hiburan malam disamping
pengenaan pajak jasa hiburan dan kesenian oleh pemerintah daerah secara bersamaan.

Pajak Pertambahan Nilai sendiri merupakan (1) pajak objektif, yang mana
penarikannya ditekankan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan pertimbangan subjek
pajak (2) pajak atas konsumsi umum dalam negeri yang dibebankan pada konsumen dan
(3) pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibebankan kepada pembeli atas barang dan jasa
yang dikenai PPN, kemudian akan disetorkan pada kas negara oleh pihak penjual”. Pajak
PPN merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan bersifat nasional,
mekanisme sharing income dengan pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk skema dana
perimbangan.

Kontribusi PPN dalam menyumbang penghasilan negara sangat dipengaruhi oleh
kondisi pertumbuhan ekonomi serta kebijakan pemerintah sektor perpajakan, sebagaimana

disampaikan sebagai berikut:

3 Astuti, DD, ‘Menkeu: penghapusan pajak hiburan untuk harmonisasi peraturan’, www.antaranews.com,
25 Agustus 2015, dilihat pada 30 September 2015 <http://www.antaranews.com/berita/514170/menkeu-
penghapusan-pajak-hiburan-untuk-harmonisasi-peraturan>
* PMK 158/PMK.010/2015 pasal 2 ayat 2
> Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan 2012, ‘mengenal lebih dekat pajak PNN". www.
pajak.go.id, 19 September, dilihat pada 28 September 2015 <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-
lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PPN per Juli 2014-2015°,

PPN Sektor Impor 74,179 85,433 13,18
(PPnBM) Impor 2,583 3,463 25,43
PPN Dalam Negeri 120,534 121,040 0,46
PPnBM Dalam Negeri 5,235 6,093 14,09
PPN/PPnBM Lainnya 169,63 (miliar) 05,22 (miliar) 61,22

Sumber: www.pajak.go.id

Sebagaimana pada tabel 1, menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PPN pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait erat dengan kondisi
perekonomian, seperti kondisi penurunan impor juga berakibat pada perolehan penurunan
penerimaan PPN Impor, begitupula dengan kebijakan pemerintah sektor fiskal yang
menghapuskan beberapa barang dari daftar barang mewah yang wajib dikenakan PPnBM
sehingga berakibat pada penurunan penerimaan PPnBM. Hal tersebut berbanding lurus
dengan kebijakan pemerintah dalam hal penghapusan pengenaan PPN pada sektor jasa
Hiburan dan Kesenian.

Meskipun demikian, sektor PPN tetap memberikan sumbangsih pada penerimaan
APBN, jikalau terdapat perubahan kebijakan fiskal pemerintah terkait penghapusan
beberapa sektor PPN, pada prinsipnya pemerintah menciptakan ruang penerimaan fiskal
pada sektor perolehan pajak daerah, sehingga memberikan ruang desentralisasi ekonomi
pada optimalisasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Ketentuan terkait dengan PPN
terbaru diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang meregulasi penghapusan jasa kesenian

dan hiburan dari objek yang tidak dikenai pajak PPN.

® Direktoral Jenderal Pajak Kementrian Keuangan 2015, ‘Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Juli 2015/,
www. pajak.go.id, 7 Agustus, dilihat pada 28 Sepetember 2015
<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-juli-2015>
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Penelitian ini berikutnya akan berfokus pada pengelolaan pajak hiburan pasca

untuk hiburan dengan beberapa varian prosentase sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Prosentase Sektor Pajak Hiburan Menurut Perda No 6
2010 dan Perda No 6 Tahun 2012 di Kota Batu

Jenis Pajak Hiburan 2010 2012
Film dan sejenisnya 35% 10%
Kesenian musik, tari dan/atau 35% 10%
busana
Kesenian yang bersifat tradisional
yang dilindungi, dilestarikan, bersifat 10% %
kreatif
0,
Kontes kecantikan, bina raga 35% 10%
Pameran komputer, elektronik, 10%
otomotif, property, busana, taman °
wisata buatan dan sejenisnya
Pendidikan seperti taman
wisata yang memperkenalkan, 350,
menggelar atau mempertunjukkan ° 7,5%
pengetahuan tentang satwa,
tumbuhan dan budaya, serta
museum atau galeri
Karaoke (35%) 25 o
Karaoke, klub malam dan sejenisnya Klub Malam (75%) 0
Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya 35% 10%
Permainan bilyar 35% 20%
Permainan golf dan bowling 35% pajak 25%
Permainan olah raga lainnya seperti
permainan sepak bola mini dan 15 % 10%
sejenisnya
Pacuan kuda &
Pacuan kuda, kendaraan bermotor, kendaraan bermotor 10%
permainan 35% °
ketangkasan

Permainan ketangkasan

pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015. Pada konteks
Pemerintah Kota Batu, sektor pajak hiburan diatur pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Pajak Hiburan. Dengan potensi sebagai kota agrowisata yang menyajikan destinasi

wisata alam dan wana wisata modern, pemerintah kota batu menetapkan standar regulasi

Tahun
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Jenis Pajak Hiburan 2010 2012
75%

Panti pijat, refleksi dan mandi 75% 25%
uap/spa
Pusat kebugaran (fitness centre) dan 10%
sejenisnya

. 15% 10%
Pertandingan olah raga

Sumber: Perda No 6 tahun 2010 dan Perda No 2 Tahun 2012 Kota Batu

Berdasarkan gambaran dari tabel 2 terkait dengan perbedaan varian prosentase
penarikan pajak di kota batu khususnya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010, menunjukkan
pada spirit kebijakan yang memberikan ruang berupa dukungan penguatan pendidikan dan
hiburan kesenian rakyat dan tradisional pada level prosentase paling ringan yaitu 10 %,
kemudian sektor pertandingan olehraga masih meningkat pada level 15 %, hal ini juga
merupakan bentuk dukungan pemerintah pada penguatan sektor olahraga di daerah dan
tidak dikategorikan pada ranah komersialisasi. Berikutnya prosentase pajak meningkat pada
level 35% pada sektor wisata rekreatif yang turut memberikan sumbangsih strategis bagi
perolehan Pendapatan Asli Dearah (PAD) Kota Batu seperti wahana wisata alam dan
modern. Hal yang menarik adalah, sektor hiburan malam dikenakan pajak pada prosentae
maksimal sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan
pajak hiburan malam sebesar 25%’ dan Pemerintah Kabupaten Badung Bali yang
menetapkan prosentase pajak hiburan malam hanya sebesar 12,5%°% maka bisa
disimpulkan meski kota batu adalah Jicon wisata di Jawa Timur, akan tetapi sektor hiburan
malam masih dikategorikan sebagai sektor yang perlu untuk dibatasi. Hal demikian
merefleksikan nilai dan norma yang diusung oleh DPRD dan Pemerintah Kota Batu selama
proses penetapan Peraturan Daerah terkait Pajak Hiburan.

Tabel 2 menujukkan perubahan kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan
pungutan pajak hiburan. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 menujukkan Prosentase yang
berbeda. Pajak Hiburan yang memiliki nilai pungutan paling kecil adalah pajak hiburan yang
menyangkut kesenian tradisional yang dilindungi, dilestarikan dan bersifat kreatif yaitu
sebesar 5%. Kemudian pajak senilai 7,5% dikenakan kepada hiburan yang mendukung

7 Perda Provinsi DKi Jakarta No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peaturan Daerah Nomor 13 tahun
2010 tentang Pajak Hiburan
® Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung n.d, ‘Pajak Hiburan’, diakses pada 28 September 2015
<http://dispenda.badungkab.go.id/obyek-pajak/pajak-hiburan/>
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pendidikan seperti taman wisata yang mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa,
tumbuhan dan budaya serta termasuk didalamnya museum atau galeri. Sedangkan secara
berturut pajak hiburan yang mengalami penurunan nilai pungutan yaitu film, Kesenian
music/tari, kontes kecantikan dan bina raga, sirkus, acrobat, sulap, permainan sepak bola,
pacuan kuda, kendaraan bermotor, ketangkasan, dan pusat kebugaran yaitu sebesar 10%
(dari semula sekitar 15%-35%).

Berikut adalah prosentase perbandingan perolehan pajak hiburan dengan berberapa
sektor lain pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perbandingan Potensi Pajak (dalam Juta) dan Prosentase Tiap Jenis Pajak di

Kota Batu
NO JENIS PAJAK TAHUN 2013 % TAHUN 2014 %

1 Pajak Hotel 87| 0.06 89| 0.06
2 Pajak Restoran 91| 0.06 155 | 0.11
3 Pajak Hiburan 34| 0.02 38| 0.03
4 Pajak Reklame 1,389 | 0.98 1,416 | 0.99
5 Pajak Parkir 16 | 0.01 18| 0.01
6 Pajak Penerangan Jalan 43,308 | 30.47 43,308 | 30.37
7 Pajak ABT 153 | 0.11 153 | 0.11
8 Pajak BPHTB 1,232 | 0.87 1,294 | 0.91
9 PBB-P2 95,801 | 67.41 96,126 | 67.41

TOTAL 142,111 | 100 142,597 100

Sumber : Data data diolah, 2015

Sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa sektor pajak hiburan
merupakan kategori rekreatif yang tidak menyumbangkan prosentase pemasukan pada PAD
secara mayoritas seperti halnya dari sektor PBB. Oleh karena itu, menjadi penting untuk
dilakukan penelitian ilmiah terkait penghapusan mekanisme double taxation sektor hiburan
dan kesenian (pengenaan PPN jasa hiburan dan kesenian bersamaan dengan penarikan
pajak daerah sektor hiburan). Hal ini dikarenakan, sudah dipastikan tidak lagi terdapat
prosentase bagi hasil dari dana perimbangan sektor PPN jasa hiburan dan kesenian dari
pemerintah pusat kepada daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu
melakukan optimalisasi atas perolehan pajak dari sektor hiburan secara mandiri dalam
konteks desentralisasi ekonomi, padahal disisi lain sektor pajak hiburan di Kota Batu
dikenankan prosentasi pajak maksimal yaitu 75%, yang berarti perkembangan sektor usaha

hiburan malam memiliki kendala besar atas pajak yang dibebankan.

1.2 Rumusan Masalah
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1. Bagaimana optimalisasi desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan oleh
Pemerintah Daerah Kota Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 20157

2. Bagaimana Pemerintah Kota Batu mengelola hambatan optimalisasi penyerapan Pajak
Hiburan Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015?
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

Optimalisasi didefinisiakan sebagai sebuah proses pencapaian dengan cara terbaik
dalam memperoleh keuntungan tanpa mengurangi kualitas®. Adapun Winardi (1996:363)
dalam ZM Muharani 2015 menyebutkan bahwa optimalisasi adalah ukuran pencapaian
tujuan terbaik dari yang tersedia'®. Konsep optimalisasi tersebut jika dikaitkan dengan
konteks pengelolaan pajak daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk menggali semaksimal mungkin potensi perolehan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Penggalian potensi pajak daerah tersebut dapat dilakukan
dengan strategi intensifikasi dalam artian memaksimalkan potensi yang telah ada agar
terserap lebih baik, sedangkan ekstensifikasi melakukan perluasan potensi yang belum
teridentifikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan
Asli Daerah (PAD). PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sebagai
salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam
pembangunan di suatu daerah.Pajak daerah dan retribusi merupakan dua sumber penerimaan
daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan khususnya dalam PAD.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah  (Siahaan,
2005:10). Definisi lain mengenai pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo,
2009:12)

2.2 Desentralisasi Ekonomi /Fiskal

9 NS Sofyan 2014, Universitas Negeri Gorontalo, diakses pada 28 September 2015
<http://eprints.ung.ac.id/1679/5/2012-2-93403-331309019-bab2-06022013103120.pdf>
1% Winardi (1996:363) dalam ZM Muharani 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, diakses pada
27 September 2015 <http://repository.uin-suska.ac.id/762/3/10.%20BAB%2011%281%29.pdf>
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Menurut teori, desentralisasi didefinisikan sebagai pembentukan badan yang terpisah
(body separated) dan diatur dengan hukum (undang-undang) dari pemerintah pusat, yang
mana kekuasaan formal untuk menentukan kebjiakan terhadap kepentingan publik
diserhakan kepada pemerintah lokal (daerah) (Yustika, 2008:3). Dengan kata lain
desentralisasi dipergunakan untuk mengurangi kewenangan pusat dan diserahkan ke
daerah, dimana tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pusat secara langsung.
Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan masyarakat ke tingkat administrasi yang paling

bawah.

Parson dalam Hidayat (2005) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah berbagi
(sharing) kekuasaan di sebuah negara antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat
pemerintahan (nasional) dengan kelompok yang lebih kecil, di mana kelompok itu memiliki
otoritas dalam mengatur bidang tertentu dalam lingkup teritorial tertentu pula dalam
sebuah Negara. Sedangkan Mawhood (1987) secara tegas menyatakan desentralisasi adalah
sebuah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah. Secara hukum pengertian desentralisasi di Indonesia, seperti yang dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yaitu: “penyerahan wewenang pemerintah
oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal Ini berarti bahwa
desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (pelayanan publik)

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara lebih khusus, menurut Litvack (1999) desentralisasi fiskal (ekonomi)
merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mencari dan menggali
sumber-sumber pendapatan, hak menerima transfer dari pemerintahan pusat, dan
menentukan daftar belanja rutin maupun investasi di daerah tersebut yang bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Murdiasmo (2009) menjelaskan
bahwa desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi

politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.

Dalam tataran konseptual, desentralisasi fiskal bisa juga didefinisikan sebagai proses
distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah guna
mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Didalam
prakteknya, konsep desentralisasi fiskal yang selama ini lebih dikenal dengan money follow
function memberikan kondisi tertentu, yaitu pemberian kewenangan dan tugas kepada

pemegang kekuasaan daerah (expenditure assignment) akan diikuti dengan pembagian
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kepada daerah dalam hal kewenangan penerimaan pendanaan (revenue assignment).
Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk
melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat. Kenyataan
seperti ini berarti sangat membutuhkan kepastian hukum khususnya untuk pemerintah
daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dapat dibiayai dari sumber-sumber

penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnya (Rahmawati, F. dalam Yustika, 2008).
2.3 Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan berbagai aspek penunjang, antara
lain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang berupa
dana pembangunan baik yang diperoleh dari pajak atau nan pajak. Dari sekian jenis
penerimaan Negara yang dperuntukkan sebagai dana pembangunan, pajak adalah salah
satunya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan program pembangunan nasional
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian
pemerintah harus bersungguh-sungguh di dalam pengelolaan pajak, seperti amanat yang
konstitusi Negara kita Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 23 A yang menyatakan
"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan
Undang-Undang”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan pajak tersebut menjadi
prioritas bagi Pemerintah.

Sedangkan pajak sendiri secara pengertian bisa kita rujuk pada Undang-undang No.
6 Tahun 1983, Bab 1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 sebagaimana yang telah diubah
dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007, yang berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Wijaya, E (2012), dalam sejarah perjalanan Negara kita ini telah diketahui
bersama bahwa Pajak telah menjadi unsur yang utama untuk menstimulasi kegiatan
perekonomian, menjalankan program pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum. Bahkan
bisa diungkap secara persentase kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Hal ini menandakan
peranan pajak dalam mendukung serta mewujudkan stabilitas berkehidupan bangsa ini,
bahkan harus lebih ditingkatkan merujuk pada tingginya kebutuhan penunjang kehidupan
dan semakin kompleksnya tantangan jaman. Hal ini ditandai dengan Era Globalisasi dan
berlakunya Central America Free Trade Agrement (CAFTA).
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Berikut tabel yang menunjukkan besarnya peran pajak sebagai sumber pemasukan
bagi biaya pembangunan nasional (asumsi pajak menyumbang = 70% pendapatan Negara
dalam APBN). Data yang ditampilkan adalah data perkembangan realisasi APBN dari Tahun
2010 sampai dengan Tahun 2014.

Tabel 2.1 Data Perkembangan Realisasi APBN 2010 — 2014 (triliun rupiah)

Pendapatan Negara lani
No | Tahun - - - Belanja Defisit
Pajak Lain-lain Total Negara
(£70%) (£30%)
1. 2010 696,71 298,59 995,3 1.042,1 (-46,8)
2. 2011 847,42 363,18 1.210,6 1.295,0 (-84,4)
3. 2012 936,67 401,43 1.338,1 1.491,4 (-153,3)
4. 2013 1005,9 431,1 1.437,0 1.639,8 (-202,8)
5. 2104 1166,97 500,13 1.667,1 1.842,5 (-175,4)

*Ket: Tahun 2009-2013 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
Tahun 2014 APBN 2014, (Sumber: Kompas, Jum’ at 15 Agustus 2014)

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Supramono (2009:125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang
dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena
Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 42
Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian
umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa diDaerah Pabean
yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo
(2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang
dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang

maupun konsumsi jasa.

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Resmi (2011:5)

merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
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dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Berikut dipaparkan Pihak-pihak yang

mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1.

Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa
kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak
berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
(PKP).

Selain itu, Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring

dengan diberlakukannya ketentuan baru yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan

atas :

)l

Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Impor Barang Kena Pajak

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebelum memaparkan ketentuan tarif PPM, menurut Mardiasmo (2009:269) PPN

mempunyai kelebihan yaitu :

1
1
1

Menghilangkan pajak ganda.

Mengunakan tarif tungggal sehingga mudah pelaksanaannya.

Netral dalam pesaingan dalam negeri, perdagangan nasional. Netral pola konsumsi
dan mendorong ekspor.

Oleh karena itu, tariff PPN ditetapkan secara tunggal se Indonesia, kecuali beberapa

ketentuan berikut:

1
1

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
1 Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
1 Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
1 Ekspor Jasa Kena Pajak
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1 Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling
rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen)

sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Adapun jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

berdasarkan atas kelompok kelompok barang sebagai berikut:

a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari
sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu
bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,dll.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-
buahan, sayur-sayuran.

¢. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun
tidak.

d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Berikutnya adalah kelompok Jasa yang tidak dikenai pajak, Menurut Mardiasmo
(2008:275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa
pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko,
jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan,
jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh
pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan
tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos,

jasa boga atau catering.
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2.5 Dasar Hukum Pengelolaan Pajak Hiburan oleh Daerah

Dalam melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum

yang mengikat. Demikian juga dalam pengelolaan pajak hiburan di Kota Batu, maka

pemerintah daerah Kota Batu harus memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya. Dasar

hukum untuk melakukan pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Batu antara lain:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa

Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

4. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

Tabel 2.2 Norma Hukun Pelakasanaan Pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Batu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pasal

Ayat

Bunyi Norma

Pajak Hiburan

42

1

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipungut bayaran

2

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
pameran;

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
sirkus, akrobat, dan sulap;

permainan bilyar, golf, dan boling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa , dan pusat
kebugaran ( fitness center); dan

pertandingan olahraga.

SumPTP a0 oo

]

Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah

43

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menikmati Hiburan

Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Hiburan

44

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara
Hiburan

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket
cumdcuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan
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Hal Pasal | Ayat Bunyi Norma

45 1 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
(tiga puluh lima persen).
2 Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak
Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen)

3 Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif
Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen)

4 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

46 1 Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

2 Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Hiburan diselenggarakan

2.6 Gambaran Umum Wilayah Penelitian
2.6.1 Aspek Geografi dan Demografi
Luasan wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 hektar dan secara administrasi terdiri
dari 3 (tiga) kecamatan yaitu : Kecamatan Batu (4.545,81 ha), Kecamatan Junrejo
(2.565,02 ha), Kecamatan Bumiaji (12.797,89 ha). Adapun batas administrasi wilayah
Kota Batu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

O O O O

Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kab. Malang.

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara 122° 17' - 122°. 57'
Bujur Timur dan 7° 44' - 8° 26' Lintang Selatan. Kota  Batu merupakan  bagian dari
wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota
Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu mempunyai
peran yang sangat penting untuk menggerakan roda perekonomian, khususnya dalam
skala wilayah Malang Raya dan umumnya dalam skala wilayah Jawa Timur, yaitu sebagai

sentra pariwisata Jawa Timur.
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Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kota Batu
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Berdasarkan proyeksi penduduk jumlah penduduk di Kota Batu mencapai 198.608
jiwa, dengan luas wilayah 199,087 kilometer persegi maka tingkat kepadatan penduduk
Kota Batu sebesar 997,59 jiwa per kilometer persegi. Bila dilihat menurut jenis kelamin,
komposisi penduduk di Kota Batu yaitu 50,30 persen laki-laki dan 49,70 perempuan.
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dapat dilihat
dari angka sex ratio yaitu 101,21 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan
terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki (Profil Kota Batu, 2015).

068
Lakiaki « Perempuan 69407
2425

7.57

Perempuan 67 11
2522
581
Lakidaki 7091
2328
O 10 20 30 40 50 b 0 a0

65 tahun keatas w1564 tahun w 0-14 tahun

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Sementara bila dilihat menurut kelompok umur (Gambar 1), sekitar 69,07 persen
penduduk Kota Batu berada pada usia produktif (15-64 tahun) dan 30,93 persen
termasuk usia belum produktif dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).
Persentase penduduk menurut kelompok umur tersebut dapat memberikan gambaran
angka ketergantungan (dependency ratio) yaitu persentase jumlah penduduk belum
produktif dan tidak produktif yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin
tinggi angka ketergantungan maka semakin besar beban yang ditanggung penduduk usia
produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.
Rasio ketergantungan penduduk muda Kota Batu sebesar 35,11 persen, yang berarti 100
penduduk usia produktif menanggung sekitar 35 penduduk usia belum produktif (0-14
tahun). ). Sementara itu, rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,68 yang berarti

100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 10 penduduk tua (65 tahun ke atas).

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, persentase penduduk perempuan usia 10
tahun ke atas yang berstatus belum kawin sebesar 22,19 persen dan yang berstatus
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pernah kawin sebesar 64,11%. Dari perempuan yang pernah kawin, 13,70 persen
diantaranya berstatus cerai baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Penyebab perceraian
biasanya disebabkan karena faktor kesulitan ekonomi, ataupun faktor lainnya seperti
belum siap secara fisik maupun mental akibat perkawinan yang berlangsung pada usia
muda. Perkawinan usia muda akan berpengaruh terhadap angka kelahiran. Semakin
rendah umur kawin pertama berarti semakin panjang usia reproduksi seorang wanita
sehingga peluang memiliki anak lebih banyak akan semakin besar pula. Dampaknya
adalah meningkatnya. angka kelahiran. Selain itu, perkawinan yang dilakukan pada usia
muda juga berdampak pada persalinannya. Hal ini dikarenakan belum matangnya rahim
seorang wanita pada usia muda sehingga berbahaya bagi keselamatan bayi dan ibunya.
Tingginya angka kematian ibu dan bayi di suatu daerah salah satunya disebabkan
karena besarnya persentase wanita yang menikah pada usia muda.

45-438
40-44
35-38
30-34
25-29

20-24

i5-19 W 0.57

Gambar 2.3 Persentase Perempuan Usia 15-49 menurut Kelompok Umur di Kota Batu 2014

2.6.2 Pariwisata
Wilayah Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama yang indah
dan sejuk serta mempunyai spesifikasi khusus yaitu dikelilingi Gunung Panderman,
Gunung Banyak, Gunung Welirang, Gunung Bokong sehingga wilayah ini berpotensi

sebagai daerah wisata.

a. Jenis Wisata
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Jenis wisata di Kota Batu meliputi wisata agro dan wisata bunga, wisata alam,

wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus, wisata sejarah, wisata religi,

wisata ziarah, wisata husada dan wisata kuliner.

1.

Wisata Agro dan Wisata Bunga

Kota Batu memiliki ciri khas dengan agro wisatanya berupa tanaman bunga,
apel, stroberi dan sayur mayur. Berikut obyek wisata agro dan bunga di
Kota Batu :

] Kusuma Agrowisata

[J Wisata Agro Punten

[0 Wisata Bunga Sidomulyo

Wisata Alam

Kondisi geografis Kota Batu yang dikelilingi dengan pegunungan dengan
udara yang sejuk sangat cocok untuk berwisata alam. Bagi wisatawan
yang ingin melepaskan kepenatan ataupun berefreshing dapat melakukan

aktivitas wisata sambil menikmati keindahan alam Kota Batu. Berikut

obyek wisata alam di Kota Batu :

Pemandian Air Panas Cangar
Pemandian Air Panas Songgoriti
Camping Ground.

TAHURA (Taman Hutan Raya) Junggo
Camping Ground

Air Terjun Coban Talun

O 0O o0oooo o

Air Terjun Coban Rais

Wisata Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota
Batu, kebudayaan tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai
suatu tradisi budaya yang dipegang teguh masyarakatnya. Adapun
keindahan tradisi budaya Batu dapat dilihat pada atraksi wisata berikut :

O Sedekah Bumi
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Grebeg Desa

Tari Sembrama

O O O

Maulud Nabi Muhammad SAW
[0 Dokar Wisata
4. Wisata Rekreasi
Di wilayah Kota Batu telah dibangun tempat-tempat rekreasi wisata

pendidikan dan keluarga untuk menambah daya tarik wisata di Kota Batu.
Berikut obyek wisata rekreasi di Kota Batu.

I Jatim Park I

Jatim Park II

BNS

Kawasan Wisata Songgoriti
Wisata Selecta

Tirta Nirwana

Eco Green

Alun-Alun Kota Batu

O 0O 0O 0oo0oo0oo0oo

Dan lain sebagainya

5. Wisata Minat Khusus
Wisata minat khusus merupakan wisata yang diselenggarakan dengan tema
khusus seperti olahraga paralayang, arung jeram dan mountain bike.

Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dan ingin menguiji
adrenalin dapat berkunjung ke obyek wisata berikut :

Wisata Paralayang (Aero Tourism)
Wisata Arung Jeram

Wisata Sepeda Gunung, Downhill.

O O O O

Wisata Bumi Perkemahan
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6. Wisata Sejarah

Wisata sejarah yang ada di Kota Batu berupa situs peninggalan bangunan
candi, rumah peristirahatan dan goa jaman Jepang. Berikut obyek wisata

sejarah yang ada di Kota Batu.

Candi Supo Songgoriti

Patung Ganesha

Makam Tuan Denger

Wisma Bima Sakti Selekta
Kartika Wijaya (Heritage Hotel)

Goa Jepang Cangar

O O 0 0o oo d

Goa Jepang Tlekung
7. Wisata Religi

Wisata religi merupakan salah satu obyek daya tarik wisata mengenai seni
arsitektur bangunan tempat peribadatan agama di Kota Batu. Keberadaan
bangunan dan tempat beribadah di Kota Batu begitu terawat dan terjaga sehingga
menarik sebagai tempat wisata. Berikut tempat yang dapat dijadikan sebagai
wisata religi di Kota Batu.

Masjid An-Nur

O

1 Gereja Tua Jago

[0 Vihara Budha Kertarajasa
O

Klenteng Dewi Kwam Im Thong
8. Wisata Ziarah
Wisata ziarah merupakan obyek wisata bagi wisatawan yang akan

melakukan aktivitas wisata ziarah. Berikut tempat yang ada di Kota

Batu dan dijadikan sebagai tempat wisata ziarah

0 Makam Pesarehan Mbah  Wastu terletak  di Bumiaji
merupakan cikal bakal nama Kota Batu.

0 Makam Pesarehan Mbah Pathok  terdapat di  wilayah
Songgoriti yang konon Mbah Pathok membuka wilayah/ babat alas
daerah Songgoriti.
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9. Wisata Husada

Wisata husada merupakan wisata yang sangat diminati bagi para wisatawan
khususnya bagi mereka yang sangat mengagumi tanaman obat herbal
seperti kunir, jahe, temu lawak dll (tanaman toga). Wisata tersebut dapat

dijumpai di Balai Materia Medika.

10. Wisata Kuliner

Wisata kuliner merupakan wisata dengan daya tarik beraneka ragam
makanan yang dijual bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Di
Kota Batu terdapat restoran dan rumah makan yang menjual aneka
makanan.

2.6.3 Aspek Ekonomi Penduduk

Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan
pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin
besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya
pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran dalam hal ini dibedakan menjadi dua
bagian yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran untuk
kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat
kesejahteraan suatu rumah tangga. Data hasil Susenas 2014 dapat memberikan
informasi kesejahteraan masyarakat Kota Batu dengan indikator pengeluaran per
kapita per bulan.

28,73 28,81

Gambar 2. 4 Persentase penduduk Kota Batu menurut kelompok pengeluaran per kapita per
bulan tahun 2014. Sumber : Susenas 2014
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Pada data tersebut dapat menggambarkan bahwa masyarakat Kota Batu
menuju ke kondisi masyarakat yang sejahtera. Hal ini ditunjukkan dengan semakin
berkurangnya penduduk yang pengelurannya < Rp. 500.000,- per kapita setiap
bulannya, yaitu sekitar 29,78 persen ini lebih kecil daripada tahun 2013 (36,82 persen)
dan semakin bertambahnya rumah tangga yang memiliki pengeluaran > Rp.
500.00,- per kapita setiap bulannya sebesar 70,22 persen (meningkat dari 63,18
persen di tahun 2013).

70,22
63,18
36,82
2013 2014

W < 499,999 perkapita per bulan

m > 500.000 perkapita per bulan

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Kota Batu menurut pengeluaran per kapita 2013-2014
Sumber : Susenas 2013 - 2014

Pergeseran persentase pengeluaran rumah tangga dari kelas pengeluaran yang
Lebih rendah ke kelas pengeluaran yang lebih tinggi, mengandung dua kondisi, yaitu
pertama, terjadi karena adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga atau kedua,
karena adanya peningkatan harga berbagai kebutuhan rumah tangga. Meningkatnya
kesejahteraan penduduk biasanya juga ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi
pengeluaran untuk keperluan makanan yang selanjutnya bergeser pada pengeluaran

untuk keperluan bukan makanan.

Selain itu meningkatnya kesejahteraan suatu masyarakat juga ditandai dengan
meningkatnya pengeluaran bukan makanan dan berkurangnya pengeluaran untuk
makanan. Pada tahun 2013 pengeluaran penduduk Kota Batu. sudah berpindah ke arah
memenuhi kebutuhan non makanan, vyaitu mencapai 52,26 persen, sedangkan

pengeluaran untuk makanan hanya mencapai 47,74 persen.
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3.1

3.2

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisa optimalisasi desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak
Hiburan di Kota Batu Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
158/PMK.010/2015.

Menganalisa dan mengeksplorasi pengelolaan hambatan optimalisasi Pengelolaan Pajak
Hiburan di Kota Batu.

Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan kajian tata kelola optimalisasi desentralisasi ekonomi
pengelolaan Pajak Pajak Hiburan di Kota Batu Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 158/PMK.010/2015.

Sebagai bahan pengkayaan kajian pengelolaan hambatan optimalisasi pengelolaan Pajak
Hiburan di Kota Batu Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
158/PMK.010/2015.

Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya terkait dengan pengelolaan Pajak Hiburan oleh

Pemerintah Daerah.

3.2.2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada satuan kerja pemerintah daeah (SKPD) terkait,

terhadap optimalisasi desentralisasi ekonomi pada pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Batu

Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK.010/2015.
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BAB IV. METODE PENELITIAN

Pada sebuah penelitian ilmiah peran sebuah metodologi penelitian merupakan hal
yang sangat vital, dimana sebuah metode merupakan serangkaian cara yang digunakan
sebagai alat, sarana dan aturan main untuk mencapai hasil penelitian. Dengan kata lain
metode penelitian merupakan kesatuan pentahapan dalam sebuah rangkaian tata cara,
prosedur dalam memecahkan sebuah masalah hingga pada keterpaduan metode dengan
tipe/jenis penelitian dan alat yang digunakan pada teknik pengumpulan data, instrumen

penelitian hingga pada analisis data.

Ketepatan pemilihan karakteristik suatu metode penelitian dengan tipe penelitian
yang akan dikerjakan sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil akhirnya, hal tersebut
nantinya diharapkan dapat menghasilkan rangkaian yang padu dalam metode penelitian
dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data hingga pada proses analisa data.

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian
Kualitatif. Lexy J. Moleong memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif sebagai
berikut:

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang
diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi
ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya
membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata,
gambaran holistik yang rumit. Penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
presepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai, metode alamiah (Moleong, 2004).

Lexy Moleong yang berangkat dari upaya untuk membangun pandangan yang diteliti

secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dalam konteks yang

alamiah, menurut Lexy penelitian kualitatif berangkat dari latar yang alamiah.

4.1 Tipe/Jenis Penelitian
Pada penelitian kali ini menggunakan tipe/jenis Penelitian Deskriptif, Hadari
Nawawi memberikan definisi mengenai penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-
fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala
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secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya.
Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang
bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala itu
berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha
mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang
diselidiki itu. (Nawawi, 2003)
Penelitian ini menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin
menelusuri permasalahan yang akan diselidiki dengan cara menggambarkan optimalisasi
desentralisasi ekonomi pengelolaan pajak hiburan oleh pemerintah daerah kota batu Pasca

Implementasi PMK No 158 tahun 2015.
4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pemaknaan mengenai teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data
dan informasi yang relevan dengan pengklasifikasian tingkat ketepatan data untuk diproses
pada sebuah analisa data sesuai metode yang digunakan baik berupa perolehan data primer
ataupun data sekunder.

Pada kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data yang dikelompokkan dalam teknik pengumpulan data kategori primer
dan sekunder sebagai berikut:

Untuk kategori data primer pada penelitian ini adalah sebuah data-data yang
diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data hasil observasi dengan melakukan
pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan dan sumber data hasil wawancara
dengan para ahli (sumber informasi). Tentunya sumber data tersebut harus diolah oleh
peneliti tetap pada koridor kaidah ilmiah agar tetap obyektif dan dijabarkan secara
sistematik.

a. Observasi
Hadari Nawawi mendefinisikan observasi sebagai berikut:

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan
terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer
berada bersama objek yang diselidikinya. Sedang observasi tidak langsung adalah
pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang
akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau
rangkaian foto. (Nawawi, 2003)

Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung yakni melakukan pengamatan

serta pencatatan di lapangan secara langsung pada optimalisasi desentralisasi ekonomi
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pengelolaan Pajak Hiburan beserta hambatannya oleh Pemerintah Daerah Kota Batu Pasca
Implementasi PMK No 158 tahun 2015.
b. Wawancara (Interview)

Lexy Moleong memberikan definisi ringkas tentang wawancara sebagai berikut:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (/nterviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2004)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur diharapkan agar data hasil
wawancara tidak melebar dan tepat berdasarkan masalah yang sedang diteliti dan ingin
diketahui jawabannya dari sumber informasi, dalam hal ini adalah para ahli.

Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan pendalaman informasi
mengenai fenomena dan permasalahan yang ada mengenai optimalisasi desentralisasi
ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu Pasca Implementasi
PMK No 158 tahun 2015

Informasi melalui wawancara didapatkan dari:

1. wawancara dengan para aktor yakni pemerintah selaku pembuat regulasi dalam hal
ini yang langsung bersinggungan dengan pengelolaan pajak hiburan yaitu:

a. Dispenda Pemerintah Kota Batu
b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu
2. wawancara dengan para ahli yang memiliki otoritas ilmiah dalam bidang

pengelolaan pajak hiburan
3. wajib pajak di Kota Batu

Untuk kategori data sekunder biasanya didapatkan dari, dokumen resmi, jurnal,
artikel, makalah, dokumen pribadi, buku, majalah dan data dari situs internet yang
berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

c. Teknik Dokumentasi ( Bibliografis)

Sanapiah Faisal memberikan pemaparan untuk teknik dokumentasi alat pengumpulan
datanya adalah form-form pencatatan dokumen/form dokumentasi, form ini digunakan
untuk memasukkan atau memindahkan data yang relevan dari suatu sumber/dokumen
(Faisal, 1999).

Teknik ini digunakan untuk menunjang data hasil pengamatan dan wawancara yang
telah diperoleh oleh peneliti dengan cara menelusuri data yang berkaitan dengan pokok
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penelitian melalui form dokumen resmi, makalah, artikel, jurnal, data dari situs internet

ataupun dokumen pribadi yang terkait Pengelolaan PPN dan Pajak Hiburan.

4.3 Lokasi Penelitian: Kota Batu
Pertimbangan dipilihnya Pemerintah Kota Batu adalah pertama, dikarenakan
eksistensi sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah masih
relatif baru jika dibanding dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, dengan demikian
akan terdapat banyak fenomena atau gejala sosial yang dapat dieksplorasi. Kedua, sebagai
kota wisata objek hiburan di kota Batu dinilai memiliki nilai ekonomis yang laju kenaikannya
relatif cepat. Sehingga fakta sosial terkait pengelolaan efektifitas pelayanan di Kota Batu
menjadi menarik untuk diteliti.
4.4 Analisa Data
Proses Analisa data adalah bagian paling utama tentang bagaimana suatu data dan
informasi dianalisa dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian. Sebagaimana dengan Motode
penelitian kualitatif dengan tipe/jenis penelitian deskriptif model analisa data yang
dipergunakan adalah analisa data kualitatif. Sebagaimana definisi mengenai analisa data
kualitatif oleh beberapa ahli sebagai berikut:
Bogdan & Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai berikut:
Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (dalam Moleong, 2004)
Pada penelitian kali ini, yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data
adalah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang
bersifat spesifik dan identity
2. Langkah berikutnya adalah proses reduksi data dengan melakukan pemilahan data
yang disesuaikan dengan kategori rumusan masalah penelitian. Langkah ini
dilakukan untuk menjernihkan dan menyeleksi seluruh data yang masuk berdasarkan
kategori.
3. Proses koding, dilakukan untuk memberi label pada data yang telah terkategorisasi
4. Selanjutnya dilakukan pemrosesan dan pengolahan data dengan cara menemukan
pola dalam bentuk narasi dengan jalan mendeskripsikan fenomena dan data yang
telah diperoleh dengan cara menemukan hubungan satu dengan yang lainnya

dengan melakukan proses interpretasi yang rasional dan adeguat.
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5. Pada tahap akhir analisa data adalah proses penarikan kesimpulan, dengan mencari
hasil ataupun tujuan penelitian yang didasarkan atas data dan berbagai informasi
yang telah dikumpulkan, diharapkan dalam penarikan kesimpulan didalamya

terkandung jawaban dari permasalahan penelitian.
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5.1

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan di Kota
Batu Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
158/PMK.010/2015

Optimalisasi pajak dalam skala mikro dapat dilakukan dengan menambah wajib pajak
terdaftar dari hasil mencermati adanya penambahan waijib pajak terdaftar dari hasil
mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, hamun
belum terdaftar dalam administrasinya. Kemudian kalau optimalisasi secara makro dapat
dilakukan dengan mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum
dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui
perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan
pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang
akan menambah penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan ektensifikasi

dengan cara :

a. Mendatangi wajib pajak di Lokasi wajib pajak.
b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

. Mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak.

Optimalisasi pajak dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak

melalui perluasan pungutan pajak (Soemitro,1990: 46), diantaranya:
a. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan waijib pajak baru.

b. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak

yang ada.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kegiatan
optimalisasi merupakan kegiatan menambah wajib pajak dan menciptakan varian pajak
baru dengan cara mendatangi wajib pajak atau mengirim surat himbauan. Berdasarkan
hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Dinas Pendapatan
Kota Batu telah melakukan hal-hal tersebut. Sesuai dengan penyajian data di atas,

Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan beberapa upaya antara lain:
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a. Melakukan penggalian potensi di lapangan
b. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
¢. Pendataan ulang wajib pajak

d. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan
kota Batu.

Aktifitas-aktifitas tersebut merupakan usaha yang telah dilakukan Dinas Pendapatan
Kota Batu dalam menambah jumlah wajib pajak dan menciptakan varian baru dalam
pengenaan pajak. Jika di bandingkan dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut telah
sesuai dengan peraturan, upaya Dinas Pendapatan Kota Batu poin a dan b telah sesuai
dengan poin a dan c. Didukung dengan adanya usaha lain termasuk bekerja sama dengan
instansi terkait juga telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk efektifitas dan
efisiensi kinerja. Dalam melakukan kegiatan optimalisasi dibutuhkan Standart Operational
Prosedure (SOP). Pemerintah Kota Batu telah menuangkan perencanaan optimalisasi

melalui dua tahap yaitu :

a. Penyusunan SOP, berkaitan dengan penentuan wajib pajak baru yang
menjadi sasaran
b. Penyusunan Rencana Kerja, berkaitan dengan penentuan prioritas sampai dengan
teknis pelaksanaan.
Dinas Pendapatan Kota Batu sendiri bekerja dengan berbagai sub divisi, penyusunan
SOP dilakukan oleh seksi pendataan. Secara teknis prosedur pelaksanaan optimalisasi yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu merujuk pada peraturan yang berlaku. Untuk
seksi pendataan lebih ke penemuan wajib pajak hiburan baru, sedangkan untuk

pengembangan potensi lebih ke penemuan potensi pajak baru.

Tabel 5.1 Perbandingan Norma Hukum Prosentase Pajak Hiburan yang Berlaku di

Kota Batu
UU No.28

: . . Tahun Perda No. 6 Perda No. 2
No. Objek Pajak Hiburan 2009 Tahun 2010 | Tahun 2012
1. Tontonan film 35% 35% 10%
’ Pagelaran kesenian musik, tari, 35% 35% 10%

) dan/atau busana
Pertunjukan kesenian 0 0 0

3. rakyat/tradisional 10% 10% >%
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4 Kontes kecantikan, bina raga, dan 35% 35% 10%
. sejenisnya
Pameran komputer, elektronik, 0 0 0
5. | otomotif, property, Busana dan/atau 3>% 3>% 10%
pameran Seienisnva
Pameran yang bersifat pendidikan 35% 35% 7 5%
6. seperti taman wisata yang !
memperkenalkan. menaaelar atau
7. Karaoke, klub malam dan sejenisnya 75% 75% 25%
8. Sirkus, akrobat, sulap 35% 35% 10%
9. Permainan bilyar 35% 35% 20%
10 Permainan golf dan 35% 35% 25%
bowlina _ i
Permainan olah raga lainnya seperti 35% - 10%
11. | permainan sepak bola mini dan
seienisnva
12. | Pacuan kuda, kendaraan bermotor 35% 35% 10%
13 Permainan 75% 75% 10%
ketanakasan
Panti pijat, refleksi dan mandi 75% 75% 25%
14. | uap/spa
Pusat kebugaran (fitness centre) dan 359 359 10%
15. | sejenisnya
16. | Pertandingan olah raga 35% 15% 10%

Sumber : Data Diolah, 2016

Optimalisasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak
terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DIP,
dan dari hasil pelaksanaan optimalisasi Wajib Pajak. Secara umum upaya optimalisasi
dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun
elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk
himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi
pelanggaran. Melalui program optimalisasi yang telah dilakukan, Fiskus dapat mencermati
apakah waijib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan
jumlah yang sebenarnya. Melalui program optimalisasi yang telah dilakukan, titik beratnya
adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan,
dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak
tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan
penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Upaya optimalisasi
dapat dilakukan dengan cara (Soemitro (1990:42):
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1) Penyempurnaan administrasi pajak;
2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut;

3) Penyempurnaan Undang-Undang atau peraturan pajak

Gambar 5.1 Wawancara dengan Dinas Pendapatan Kota Batu

Berdasarkan pengertian dan tata cara optimalisasi, upaya ini dilakukan untuk
memaksimalkan potensi pajak yang telah ada. Kegiatan optimalisasi ini berkaitan erat
dengan kesadaran Waijib Pajak. Semakin sadarnya waijib pajak maka kegiatan optimalisasi
semakin tidak diperlukan karena tanpa di himbau tanpa ada perubahan peraturan, wajib
pajak dengan suka rela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
sebaliknya semakin rendahnya kesadaran wajib pajak maka kegiatan optimalisasi ini
sangat dibutuhkan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan
telah disajikan pada bab penyajian data, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Kota Batu sehubungan dengan kegiatan optimalisasi pajak hiburan di Kota

Batu, antara lain :

1) Monitoring dan Evaluasi

2) Pelayanan Prima
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Gambar 5.2 Wawancara dengan BPKAD Kota Batu

Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan Prima intensif dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Kota Batu. Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol
perkembangan wajib pajak setiap tiga bulan dan kemudian di evaluasi terkait perbedaan
perlakuan dengan sebelumnya. Dinas Pendapatan Kota Batu berusaha melakukan
pelayanan prima kepada waijib pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada bab penyajian
data, pelayanan ini bertujuan untuk menarik wajib pajak agar semakin sadar terhadap
pajak. Pelayanan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibanya sebagi wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Sumitro dalam bukunya,
Optimalisasi pajak hiburan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu belum
sepenuhnya sesuai, hal ini bisa dilihat kedua aktivitas yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Kota Batu hanya mencakup poin penyempurnaan administrasi. Untuk
peningkatan mutu pegawai dan penyempurnaan Undang-undang belum tercermin dari
aktivitas optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Peningkatan mutu
pegawai dan pemungut belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Berkaitan
dengan pelatihan dari dalam untuk  meningkatkan  ski/  karyawan, pihak Dinas
Pendapatan Kota Batu mengaku belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan

minimalnya fasilitas yang diberikan pemerintah.
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5.2

Tabel 5.2 Penerimaan (Target dan Realisasi) Pajak Hiburan Kota Batu Tahun

2009-2014
Tahun Target (Rp)| Realisasi (Rp) %
2009 | 2.800.000.000| 1.978.360.490 70,66
2010 4.000.000.000| 2.766.190.750 69,15
2011 3.155.000.000 | 3.751.062.526 118,89
2012 | 2.830.000.000| 3.402.281.809 120,22
2013 5.380.000.000 | 6.296.771.461 117,04
2014 | 6.000.000.000| 6.019.223.859 | 100,32%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2015

Untuk penyempurnaan kinerja atau ski/ pegawai dinas pendapatan daearah,
dibutuhkan peraturan daerah yang mendasari proses kegiatan optimalisasi pajak hiburan.
Peraturan daerah kota batu sendiri mengalami sekali perubahan Berdasarkan penjelasan
dilakukan
Pendapatan Kota Batu, dikarenakan tidak ada peraturan daerah secara spesifik mengatur
yang dilakukan

Pendapatan Kota Batu. Pemerintah daerah masih mengacu pada peraturan pusat

tersebut, penyempurnaan undang-undang belum maksimal oleh  Dinas
tentang upaya optimalisasi yang seharusnya menjadi dasar aktivitas
Dinas

terkait.

Pengelolaan Hambatan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kota
Batu Pasca Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
158/PMK.010/2015

Upaya optimalisasi dan optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota

Batu dalam prakteknya, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami. Sesuai

dengan penjelasan sebelumnya kendala tersebut antara lain :
a. Anggaran Dinas Pendapatan Kota Batu yang terbatas
b. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak

c. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan
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Anggaran Dinas Pendapatan yang terbatas menjadi kendala karena dalam proses
pelaksanaan optimalisasi terutama survei dilapangan dan sosialiasi, dibutuhkan anggaran
yang tidak sedikit untuk lancarnya kegiatan tersebut, terutama dana operasional. Dalam
praktek sering terjadi terbatasnya anggaran mengakibatkan pihak Dinas Pendapatan Kota
Batu mengalami keterbatasan jangkauan, sehingga proses survei hanya bersifat sampling,

artinya hal ini bisa berakibat hasil survei yang kurang memadai.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
pasal 5). Fakta di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan
secara lengkap. Banyak terjadi di beberapa tempat hiburan, misalnya ada objek wisata tidak
menunjukkan hasil penjualan karcis yang sebenarnya kepada petugas pengawas
lapangan, akhirnya Dinas Pendapatan Kota Batu harus melakukan pemeriksaan terkait

permasalahan tersebut.

Sedangkan kendala terkait dengan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan kuantitas
dan kualitas dari SDM itu sendiri. Di internal kepengurusan Dinas Pendapatan Kota Batu
masih ditemui kondisi divisi yang terbatas secara jumlah di divisinya sebagi contoh adalah di
seksi pengawasan dan pengendalian. Berkaitan dengan SDM yang ada di Dinas Pendapatan
Kota Batu, berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010 Pasal 36, pemerintah daerah telah
memberikan insentif kepada pegawai ketika telah mencapai target kerja tertentu. Tujuan
dari adanya insentif tersebut sebagai motivasi peningkatan kinerja dari pegawai, artinya
walaupun sumber daya masih terbatas tetapi dengan adanya insentif tersebut bisa

memaksimalkan hasil kinerja yaitu pencapaian target dari pajak hiburan.

Kualitas SDM, pihak dispenda juga mengakui bahwa ski/ pegawai juga masih
terbatas, hal ini menjadi kendala karena dalam fakta yang terjadi di lapangan berbeda
dengan teori. Terkadang Dinas Pendapatan Kota Batu kurang bisa mengakomodir segala
sesuatu yang terjadi dilapangan kemungkinan masih sering terjadi, sebagai contoh
proses pengawasan, masih banyak pegawai yang kurang memahami prosedur pengawasan
yang baik dan benar. Kondisi semacam ini terjadi karena minimalnya pelatihan dan
pembekalan untuk pegawai ketika hendak terjun ke lapangan. Kesalahan pegawai atau

human error semakin tinggi.

Dinas Pendapatan Kota Batu menjelaskan bahwa akar dari hambatan atau kendala

dalam upaya optimalisasi dan optimalisasi pajak hiburan di Kota Batu adalah terbatasnya
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anggaran. Minimalnya pengetahuan wajib pajak soal pajak bisa diatasi dengan dilakukan
sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu,
sosialisasi harus semakin intensif dan hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Skil/
pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu akan semakin terlatih dengan banyaknya pelatihan
dan pembekalan, tentu untuk mengadakan kegiatan semacam itu juga dibutuhkan

anggaran yang cukup.
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan beberapa upaya optimalisasi

pajak hiburan, antara lain:

1. Melakukan penggalian potensi di lapangan;
2. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak;
3. Pendataan ulang wajib pajak;

4. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan kota
Batu.

Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan beberapa upaya Optimalisasi

pajak hiburan, antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pelayanan Prima

Upaya optimalisasi dan optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah
Kota Batu, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami dalam prakteknya

antara lain :
1. Anggaran Dinas Pendapatan daerah Kota Batu yang Terbatas

2. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak

Sumber Daya Manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan

6.2 SARAN

Pajak hiburan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM pada seksi pengawasan dengan cara mengalokasikan pegawai

yang ada agar lebih maksimal dalam proses pengawasan langsung dilapangan.

2. Meningkatkan teknologi administrasi sehingga lebih mempermudah dalam proses
penerimaan laporan dari waijib pajak hiburan dan mengurangi terjadinya Auman error

dalam proses pelaporan.
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3. Pemerintah daerah membuat peraturan secara khusus terkait upaya optimalisasi, agar
dinas pendapatan Kota Batu dapat dengan jelas dan tepat dalam pelaksanaan proses
optimalisasi dan optimalisasi. salah satu contohnya adalah pembuatan Standar

operasional prosedur tentang Pelaksanaan Optimalisasi dan Optimalisasi

4. Mengalokasikan anggaran Dinas pendapatan kepada kegiatan yang lebih diutamakan
guna memaksimalkan kinerja. Terutama pada bidang pengawasan yang memiliki jumlah
staf terbatas.
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LAMPIRAN 1. Instrumen Penelitian

INFORM CONSERN 1 :

PENELITIAN OPTIMALISASI DESENTRALISASI EKONOMI PENGELOLAAN PAJAK
HIBURAN PASCA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 158 TAHUN
2015

A. Persiapan kebutuhan pribadi :

1. | Pakaian : Baju batik atau lainnya bebas rapi | Surveyor
memakai jas almamater UMM dan bersepatu

2. | Membawa Alat komunikasi (HP) Surveyor

3. | Alat Transportasi (sepeda motor) Surveyor

B. Persiapan kebutuhan Survey :

1. | Kamera : HP/ Kamera Pocket Koordinator & Surveyor
2. | Alat perekam wawancara penelitian Koordinator & Surveyor
3. | Surat Pengantar dari Bakesbangpol Koordinator & Surveyor
4. | FC Proposal Penelitian Koordinator & Surveyor
5. | Lembar Berita Acara Wawancara Koordinator & Surveyor
6. | Daftar Pertanyaan Wawancara Koordinator & Surveyor




INFORM CONSERN 2 :

PENELITIAN OPTIMALISASI DESENTRALISASI EKONOMI PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN
PASCA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 158 TAHUN 2015

1 Surveyor mempersiapkan diri untuk melakukan pengambilan data primer (wawancara) dan data
sekunder (fc dokumen atau file/soft copy) di SKPD yang sudah ditentukan dengan standar teknis
sebagai berikut :

a. Mempersiapkan kendaraan (sepeda Motor) untuk mobilitas;

b. Membawa surat pengantar/ijin dari Bakesbangpol, daftar pertanyaan wawancara dan form
kebutuhan data;

c. Membawa alat tulis;
d. Membawa alat perekam wawancara;
e. Membawa kamera / ponsel berkamera yang dapat ditransfer ke PC / Laptop;

f. Berpakaian bebas, rapi, memakai almamater UMM, bersepatu dan nyaman.

2 Jika sudah berada di lokasi yang ditentukan, surveyor segera melakukan proses pengambilan data
sebagai berikut :

a. Ambil gambar/foto SKPD yang disurvey (2-3 foto, foto surveyor sedapatnya kelihatan);

b. Pengambilan data dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat
maksud & tujuan kepada pihak SKPD (jelaskan pula durasi wawancara sekitar 20-30 menit)
dan ajukan ijin bahwa seluruh proses wawancara akan direkam untuk memudahkan
pendokumentasian hasil penelitian;

¢. Mempersiapkan alat tulis, alat dokumentasi dan perekam proses wawancara;

d. Mengajukan pertanyaan dan permintaan data kepada SKPD yang telah ditentukan sesuai
dengan list pertanyaan dan kebutuhan data di Proposal penelitian;

e. Meminta no kontak person (No HP) key informan yang telah diwawancara dan mengisi form
pengambilan data (ditandatangani oleh key informan;

f. Dokumentasikan proses wawancara dengan foto (surveyor dan key informan);

3 Setelah proses wawancara dan data sekunder terkumpul semua kegiatan surveyor selanjutnya :

a. Melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh seluruh pertanyaan yang diajukan kepada
pihak SKPD (jenis & jumlah pertanyaan, kebutuhan data sekunder, foto dokumentasi, hasil
rekaman wawancara);

b. Tim survey wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan koordinator tim, setelah kegiatan
survey berlangsung;

c. Tim survey memindahkan seluruh foto dokumentasi survey ke dalam flash disk/PC/Laptop;

d. Melakukan tabulasi (mencatat dan mengumpulkan) data sekunder yang telah terkumpul
dalam satu file folder untuk memudahkan proses analisa;

e. Memindahkan hasil rekaman wawancara ke dalam bentuk ketikan dalam format MS Word.
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4 Hak dan kewajiban surveyor :

a. Kewaijiban surveyor adalah melaksanakan dengan rasa tanggungjawab seluruh kegiatan
seperti yang tercantum pada point 1-3);

b. Hak-hak surveyor selama melaksanakan kegiatan survey ini adalah sebagai berikut :

- Tim Survey mendapatkan form kebutuhan data dan list pertanyaan wawancara sesuai
dengan yang telah ditentukan (Jumlah & SKPD);

- Masing-masing anggota tim survey berhak mendapatkan kompensasi yang cukup untuk
melakukan mobilisasi survey (fee harian, transport dan konsumsi);

5 Jika Surveyor menemui beberapa permasalahan di lapang CP yang dapat dihubungi :

- Hevi Kurnia Hardini (081 33 44 7 88 55)
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LAMPIRAN 2. Kebutuhan Data

Kebutuhan Data :

Optimalisasi Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Hiburan Pasca
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 158 Tahun 2015
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

Peneliti: Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov

A. Dokumen Kebijakan / Data Sekunder

No. Data yang dibutuhkan Sumber Data
1. Dokumen RTRW Kota Batu (Soft Copy/FC buku) Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Bagian Ekonomi dan
Pembangunan
2. Dokumen RDTR Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, | Badan Perencanaan dan Pembangunan
dan Kecamatan Junrejo (Soft Copy/FC buku) Daerah (BAPPEDA) Bagian Ekonomi dan
Pembangunan
3. RPIMD Kota Batu (Soft Copy/FC buku) Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Bagian Ekonomi dan
Pembangunan
4, RPIPD Kota Batu (Soft Copy/FC buku) Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Bagian Ekonomi dan
Pembangunan
5. Data Jumlah, Nama dan Jenis Tempat/Lokasi Hiburan | Dinas Pendapatan Kota Batu, Bidang
(Soft Copy/FC buku) Ekonomi Bappeda Kota Batu
6. Data Penerimaan Pajak Hiburan 5 Tahun terakhir | Dinas Pendapatan Kota Batu, Bidang
(2011-2015) (Soft Copy/FC buku) Ekonomi Bappeda Kota Batu
7. Data Penerimaan Pendapatan Kota Batu 5 tahun
terakhir (Soft Copy/FC buku)
8. Data atau Buku PDRB Kota Batu 5 Tahun Terakhir | Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah
(2011-2015) (Soft Copy/FC buku) Kota Batu, Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu,
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota
Batu, Bidang Ekonomi  Bappeda
Pemerintah Kota Batu
9. Kota Batu dalam angka (Soft Copy/FC buku) BPS Kota Batu
10. Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan
Junrejo dalam angka (Soft Copy/FC buku)
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LAMPIRAN 3. Daftar Pertanyaan

Optimalisasi Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Hiburan Pasca
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 158 Tahun 2015
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

Peneliti: Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov

SKPD:

1. Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu

3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batu
4. Bidang Ekonomi Bappeda Pemerintah Kota Batu

Ketentuan Perundang-undangan:

[y

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan
Hiburan

Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Perda Kota Batu No 2 Tahun 2012 Perubahan tentang Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan

Perwali No 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 tahun

2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pertanyaan Penelitian:

1.

Bagaimana optimalisasi desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan oleh Pemerintah
Daerah Kota Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015?

Bagaimana Pemerintah Kota Batu mengelola hambatan optimalisasi penyerapan Pajak Hiburan
Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015?

Bagaimana intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Hiburan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu
Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015 sebagai bentuk penguatan desentralisasi ekonomi?

Bagaimana Pemerintah Kota Batu mengelola hambatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan
Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015 sebagai bentuk penguatan desentralisasi ekonomi?
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Intro:

Daftar Pertanyaan Wawancara DISPENDA?

Pajak Hiburan merupakan pajak daerah, seiring dengan pemberlakukan PMK No 158 tahun
2015 tentang penghapusan pengenaan PPN pada beberapa sektor pajak hiburan. Disamping
itu, tren Perda Kota batu terkait prosentase pengenaan tarif pajak sektor hiburan juga
semankin mengecil/berkurang guna menstimulasi berkembangnya sektor industri hiburan

1.

10.

11

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait kontribusi penerimaan pajak dari sektor
hiburan di Kota Batu?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait dengan pemberlakuan PMK tersebut
dengan pendapatan pajak Hiburan di Kota Batu?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait keterkaitan penerimaan pajak hiburan dan
desentralisasi ekonomi?

Diera otonomi daerah, bagaimana langkah dan bentuk optimalisasi
desentralisasi ekonomi penerimaan Pajak Hiburan oleh Pemerintah Daerah Kota
Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015?

INTENSIFIKASI

Bagaimana langkah intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda
No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola kekuatan dan peluang intensifikasi penerimaan
pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola hambatan dan tantangan intensifikasi penerimaan
pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

EKSTENSIFIKASI

Bagaimana langkah ekstensifikasi penerimaan pajak hiburan di Kota Batu pasca
Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola peluang dan kekuatan ekstensifikasi penerimaan
pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola hambatan dan tantangan ekstensifikasi
penerimaan pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

.SKPD mana saja yang terkait atau ikut serta dalam optimalisasi penerimaan pajak

hiburan di kota batu?
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Daftar Pertanyaan Wawancara BPKAD, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekda
Kota Batu, Bidang Ekonomi BAPPEDA Kota Batu?

Intro:

Pajak Hiburan merupakan pajak daerah, seiring dengan pemberlakukan PMK No 158 tahun
2015 tentang penghapusan pengenaan PPN pada beberapa sektor pajak hiburan. Disamping
itu, tren Perda Kota batu terkait prosentase pengenaan tarif pajak sektor hiburan juga
semankin mengecil/berkurang guna menstimulasi berkembangnya sektor industri hiburan

1.

10.

11.

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait kontribusi penerimaan pajak dari sektor
hiburan di Kota Batu?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait dengan pemberlakuan PMK tersebut
dengan pendapatan pajak Hiburan di Kota Batu?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait keterkaitan pengelolaan pajak hiburan dan
desentralisasi ekonomi?

Diera otonomi daerah, bagaimana Ilangkah dan bentuk optimalisasi
desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Hiburan oleh Pemerintah Daerah Kota
Batu Pasca Implementasi PMK No 158 tahun 2015?

INTENSIFIKASI

Bagaimana langkah intensifikasi pengelolaan pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda
No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola kekuatan dan peluang intensifikasi pengelolaan
pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola hambatan dan tantangan intensifikasi
pengelolaan pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

EKSTENSIFIKASI

Bagaimana langkah ekstensifikasi pengelolaan pajak hiburan di Kota Batu pasca
Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola peluang dan kekuatan ekstensifikasi pengelolaan
pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

Bagaimana langkah mengelola hambatan dan tantangan ekstensifikasi
pengelolaan pajak hiburan di Kota Batu pasca Perda No 12 tahun 2012 dan PMK?

SKPD mana saja yang terkait atau ikut serta dalam optimalisasi penerimaan pajak
hiburan di kota batu?
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LAMPIRAN 4. Form Pemgambilan Data Survey

Optimalisasi Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Hiburan Pasca
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 158 Tahun 2015
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

Peneliti: Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov

Hari Tanggal -3 PP
Nama Instansi -3
Nama Pejabat / L
Petugas Dari Instansi
No Kontak - PP
Nama Surveyor P
Data Yang Diambil L L
2 e e e
L P
A e
Keterangan PP
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LAMPIRAN 5. Biodata Peneliti

CURRICULUM VITAE PENELITI

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar) | Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov

2 Jenis Kelamin L/P Perempuan

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli/III-B

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 103.0611.0441

5 NIDN 0718078201

6 Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 18 Juli 1982

7 E-mail hevi.hardini@gmail.com

8 Nomor Telepon/HP 081334478855

9 Alamat Kantor JI Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
10 | Nomor Telepon/Faks 0341-464318-Psw.131/0341-460782

11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | S-1 = 38 orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12 | Mata Kuliah Yang Diampu 1. Pengantar Ilmu Pemerintahan

2. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
3. Hubungan Pusat dan Daerah
4. Ekonomi Politik

B. Riwayat Pendidikan

S1 S2 S3
Nama Perguruan Universitas Flinders University -
Tinggi Muhammadiyah
Malang
Bidang Ilmu IImu Pemerintahan | Asian Governance -
Tahun Masuk-Lulus 2000-2005 2010-2012 -
Judul Eksistensi Majelis In Search For The -
Skripsi/Tesis/Disertasi | Permusyawaratan Special Province Of
Rakyat (MPR) Pasca | Jogjakarta :
Amandemen Between Javanese
Keempat Dalam Monarchy And
Sistem Modern Democracy
Ketatanegaraan
Republik Indonesia
Nama Drs. M Khoirul Dr. Priyambudi -
Pembimbing/Promotor | Anwar, M.Si Sulistyanto
Drs. Jainuri, M.Si
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
Pendanaan
No Tahun Judul Penelitian Jml (Juta
Sumber* Rp)
1. |2014 Efektifitas Desentralisasi | UMM 12.000.000,-
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Ekonomi Pengelolaan Pajak
Hiburan (Pbb-P2) Perdesaan
Dan Perkotaan (P2) Oleh
Pemerintah Daerah (Studi
Pada Pemerintah Daerah
Kota Batu)

2013

PENGELOLAAN POLITIK DAN
ADMINISTRASI

PASCA ALIH STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN

(Studi pada Kelurahan
Dadaprejo dan Ngaglik Kota
Batu)

UMM 5.500.000

2012

HUBUNGAN NEGARA DAN
MASYARAKAT PETANI

(Studi tentang Orientasi
Aktor Terhadap Kebijakan
HPP (Harga Pembelian
Pemerintah di  Kabupaten
Malang)

UMM 6.000.000

2012

MENJAGA RELEVANSI
KEARIFAN LOKAL DAN
REVITALISASI  PERANGKAT
DESA DARI MODERNISASI
(Studi Pada Peran Kamituwo,
Kepetengan, Modin, Kuwowo
dan Kebayan di Desa
Tegalgondo Kabupaten
Malang)

UMM 4.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

Pendanaan
No Tahun Judul Pengabdian Sumber* Jng)uta
1. | 2014 IbM  Pupuk Kocor untuk | UMM 10.000.000
Program Urban farming bagi
PKBM
3. | 2013 IbM Usaha Mikro Yogurt UMM 10.000.000
4. | 2012 IbM Pusat Kegiatan Belajar | UMM 9.000.000
Masyarakat (PKBM)
5. 12012 IbM Pusat Kegiatan Belajar | UMM 9.000.000
Masyarakat (PKBM) IT
6. | 2009 Pemberdayaan Pos UMM 6.000.000,-
(Paguyuban Orang Tua
Siswa) TK ABA 04 Princi
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Sebagai Media Komunikasi
Perlindungan Anak
Berdasarkan Undang-Undang
23 Tahun 2002

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun
1 Enhancing Public Service Quality Journal of Vol.4 No2 August 2013
Trough Building Coordinated Policy: | Government and
An analytical Study of Jamkesmas Politics

and Jamkesda Implementation

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral/ Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No

Nama Pertemuan
Ilmiah/Seminar

Judul Artikel
Ilmiah

Waktu dan
Tempat

1

Seminar Nasional APSIPI “Dinamika
Pemerintahan Indonesia”

Efektifitas
Desentralisasi
Ekonomi
Pengelolaan Pajak
Hiburan (Pbb-P2)
Perdesaan Dan
Perkotaan (P2) Oleh
Pemerintah Daerah
(Studi Pada
Pemerintah Daerah
Kota Batu)

Universitas
Brawijaya 17-18
September 2015

The First International Confrence on
Pure and Applied Research 2015

Political and
administrative
managements after
converting status
from the villages
into the kelurahan
(Study on Dadaprejo
and Nganglik
Kelurahan of Batu
Local Government)

Universitas
Muhammadiyah
Malang 21-22
Agustus 2015

The Third International Conference
on Public Administration

Analysing The
Performance of
Decentralization in
The Case of
Jamkesmas and
Jamkesda

Universitas Udayana
Bali 2013

Seminar Nasional “Kontribusi Studi
Hubungan Internasional Dalam

Indonesia:
Strengthening The

Universitas
Muhammadiyah
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Integrasi ASEAN Community 2015” Competitiveness of | Malang
Konvensi Nasional III AIHI Domestic Products 2012
and Protecting
Domestic Labour
Force From Any
Detrimental Effects
Of The ASEAN-China
Free Trade
Agreement
5 International Conference of The Implications of | Universitas
Innovative Governance Interagency Brawijaya
Proceedings Partnership In the 2012
ISBN: 978-602-203-291-5 Provision Of Water
Services In Jakarta
6 Asian Studes Association of Australia | In Search For The University of
Conference Special Province Of | Western Sydney
Proceeding Jogjakarta : 2012
Between Javanese
Monarchy and
Modern Democracy
7 Orasi Ilmiah Global Governance: | Universitas
Yudicium FISIP UMM Antara Kebutuhan Muhammadiyah
akan Global Malang
Networking dan
Lingkaran Oligarki 2012
Internasional
Analisa Kritis
Terhadap Argumen
Ann Florini
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun I::Il:lr:n Penerbit
1 Dinamika Hubungan Pusat 2014 202 IImu
dan Daerah di Kota Malang Pemerintahan
FISIP UMM
ISBN:
9786027677517
H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
dalam 5 Tahun Terakhir

| NO | Judul/Tema/Jenis |

Tahun | Tempat

|  Respon
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Rekayasa Sosial Lainnya
yang Telah Diterapkan

Penerapan

Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)

Institusi Pemberi

No Jenis Penghargaan Penghargaan Tahun
1 Pemakalah Terbaik Public Service INSPIRE 2012

Delivery
2 Sayembara Nasional Penulisan APKASI 2013

Otonomi Daerah Tingkat Mahasiswa
S2, S3 dan Dosen

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan
Skema Penelitian Internal UMM Penelitian Dasar Keilmuan tahun anggaran 2015-2016

Malang, 5 Agustus 2016

-
P

~

Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov
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